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ABSTRAK

Sistem peradilan piduna yang diznut di Indenesia terlalu berorientasi kepada
pelaku tindak pidana, hal in dapar dilthat datam Kiab Undang-undang Hekum Acara
Piclama ( KUJHAP ) yang mana hak-hak pelake adalah hak untuk segera diperiksa,
didampingt penasehal hukuen, dikunjungt keluarga, dokter dan agamawan. Scmentara
i hek can korban hanmya terwang dalam pasal 98 KUHAP tentang menzsjukan
tuntutan pantl kerugian sehingga hak yang diperoleh pelaku dan korban tindak pidana
tidak seimbang dan tidak mencerminkan suatu keadilan sebagai sesama warga negar,
Berdasarkan lenomena di atas, penelis tertarik untuk melakukan penelitian dan
permasalaban vang dibahas adalab bagaimana korban meogajukan santi Kerugian,
ganil kerupian apa sya vang dapal dimintakan oleh kerban dan bagaimana
pentimbangan hakim bila terdakwa tdak mampuo membayvar ganti kerugian, kendala
bagi korban dalam tunmtan gant kerugian Adapun  pendekatan masalah vang
digamakan dalam penelitian ini bersilal vuridis sosiologis. Pengumpulan data ini
dimulai dengan data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di Pengadilan
MNegert Tanjung Pat, Metode sosiologis i mengaitkan hukum kepada vszba uniuk
mencapal fujuan-tujuan serta memenvhi kebutuban akan perepakan hukwm yang
seadil-ndilnya dalam masyarakat. Dari basil penelitian dapat diketahoi bahwa korban
mengajukan permebonan ganti kerugian sebelum  penuntat umum membacakan
tuntutan pidana. Korban dapat memintakan ganti kerugian berupa wang pengpeanti
kerugian dan barang sia jaminan dan mengenal pertimbangan bakim terhadap
terdakwa  vang tidak  mampu  membavar  dapat  dilakukan sita jaminan  dan
pembentukkan lembaga Khusus ganti kerugian, kendala yvang dihadapi korban adalah
tidak mengerti prosedur gantl kerugian yang baik dalam arti mengikat terdakwa untuk
mementhi wentutan, takut akan mengalami kesulitan apabila mengajukan tuntutan,
tidnk mendapat dukengan baik dori pihak keluargs maupun aparat penegak hukum,
dan kesulitan mengeksekusi gant kerogian dan jaksa,



BADL I

PEMNDAHULUAN

AL Latar Belabang Masalah

sistem peradilan pidana vang disnut &1 Indonesia terlalu berorientast kepada
pelaku tizdak prdana, hal imi dapat dilihat dar: banyaknya pasal dalam KUHAF
i Kitah Undong-undang Hukum Acara Pidana ) vang mengatur berbaga hak vung
diperoleh oleh seorang tersangka atau terdakwa, Sementars hok vang diberkan
kepado korban kejahatan hanya diatur dalam saty pasal saja, vaile Pasal 98 yang
memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan tuntutan gant kerugian
kepada pelaku kn.:_i:-lhtlltm”. Sedangkon pasal-pasal vang lain dalam KUHAP bunvak
mengatur tenlang hak-hak yang diperoleh oleh seomng lersangka atae terdakwa dan
hal ini jelas-jelas tidak seimbang denpgan hak-bak dari korban kejabatan serta kurang
mencerminkan suatu keadifan sebupal sesama wargs negari.

Hak-hak vyang diperoleh oleh seorang tersangka atan terdakwa  pelaku
Eajahatan di anteranva adalabh :© hak amuk segera dipenksa, hak unk didampings
oleh penasehar hukum, hak untuk mendapat kunjungan keloargs, dokrer, agamawan,
hak unruk diberitahukan sanghasn atan dakwaan vang dituduhkan kepadanya™,

3ila dikaji mengenai keadilan sebagal sesama warga negara dari segi aturan

hekwn dalam KUHAP memang Udak dapat memenuhi rasa keadilan padahal jika

HOBhima Apusting, 2001, Perlindungan Hkon Terhadap Korban Kefakatan, Jumal Hukum Yustisia,
- Fakuits Hukwm Unand, Padang, Teal 35,
H fhid, al 59,



dilihal dari segi penderitaan vang ditimbulkan aleh perbeatan pelaku kejahatan maks
korbun dominan dalam bal ini.

Korban tndak pidana penganiavaan tidak saja menderitz kerugian immaterial
{ fistk dan psikis ) tetapt juga materil, misalnya darl penpobatan luka-luks yang
dialamiinya,  korban membizyar  sendirt pengobatannya belem  lagh  sewakiu
meluporkan kepada pibak beraaib kadang-kadang diimbuht dengan perlakuan vang
kurang simpatik sehingea menambak beban psikis bagi korban padahal penderitaan
yang sedang dialaminya belum terselesaikan.

Atas perbuatan dari pelaku tindak pidana pengamayaan tersebul akan
mengakibatkan tuntutan gantd kerugian dari kerban yang berstfat materi] yvang dapat
diwunjudkan dengan gugatan perkara perdata. Kenyataan seperti ini memang banvak
terjadi dimana pihak korban merasa sangat dirogikan karena perbustan pelaku
kejahatan dan untuk menuntut dan seg perdata membutuhkan biava besar dan wakiu
berperkara yang lama, hal ini jelas-jelas tidak mengentungkan bagi pibak korban
vang tidak mampu material, finansial, lain halnya bagi korban yang mampu,

Berdasarkan hal wvang diatas, diatwr dalam Pasal 99 avat (1) KUHAP
berbunyi

Apabila pihak yvang dirugiken minta penggabungan perkaras puzalannya pads

perkara pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan

negeri mepimbang tentang kewenangannya untvk mengadili gugatan tersehur,

tenfang Kebenaran dasar pugatan dan teptang hukuman penggantian biava
vang telah dikeluackan oleb pibak vang diregikan tersehut.

o



BALRTY

PENUTLT

Ao Kesimpaidioi

Drari uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagm

erikut :

Cara korban mengajukan tuntutar canti kerugion sebagaimsna
berdasarkan Pasal 98 ayat { 2 ) KUHAP wakni  permintaan
sehagaimuny yang dimuksudkan dalam avat § 1 ) hanya dapat diajukan
selambat-lambainyva sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan
pidana. Dalam hal ini penuniut wnum tidak hadie, permintaan diajukan
selambat-lambatnya sebelum bakim menjatehkan pulusan, Namun jika
dilithat dari bagaimana tontutan ity dimehonkan erdapat kelemahon
vakni tidak ditcrangkan dalam KUIAP fentang secara lisan otau
tulisan tuntutan ity dimohenkan.

Dignana dalam prakiek hukwm b lapasgan vang dimobonkan secara
lisan ada § | ) sty perkara, dengan nomor 3 L&PID, B2005PN, TIP
vang mand kurang mempunvar Kekoatan mengikat dan upaya paksa
vang jelas sedanphkan secara wlisan ada { 2 ) dua perkara dengan

nomor perkara G R2005/ 2T dan 672 B2005/P M T
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